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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

       Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan mengenai tax planning pada PT. AAI yang dapat diambil 

pada penelitian ini yaitu PT. AAI telah menerapkan tax planning 

dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2012 tetapi strategi tax 

planning yang telah diterapkan oleh PT. AAI belum optimal sehingga 

perlu dilakukan evaluasi penerapan tax planning, baik PPh maupun 

PPN dalam penelitian ini dengan lebih memanfaatkan celah-celah 

(loopholes) dari Undang-Undang perpajakan. Evaluasi penerapan tax 

planning PPh dan PPN PT. AAI selama tahun 2012 dalam penelitian 

ini yaitu: 

c. Evaluasi penerapan tax planning PPh dalam upaya meningkatkan 

efisiensi pembayaran beban PPh melalui memaksimalkan biaya-

biaya yang diperkenankan (deductible expenses) yang dapat 

menjadi pengurang penghasilan bruto dalam laporan Laba Rugi 

Fiskal seperti biaya PDAM, biaya telepon, biaya retribusi dan 

iuran, biaya iklan, biaya penyusutan aktiva, biaya pemeliharaan 

kendaraan, biaya pemeliharaan inventaris dan memaksimalkan 

penghasilan yang dikecualikan yaitu pendapatan jasa konstruksi,  

serta mengoptimalkan kredit pajak yang dipotong/dipungut pihak 

lain terkait PPh 23 sehingga mengurangi total PPh terutang. Selain 
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itu, evaluasi perlakuan pajak mengenai biaya yang tidak 

diperkenankan sebagai pengurang (non-deductible expenses) sesuai 

peraturan perpajakan yang harus dikoreksi fiskal dalam laporan 

laba rugi fiskal tetapi PT. AAI masih memasukkan biaya tersebut 

sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga PT. AAI belum 

baik dan memadai dalam menerapkan perpajakan sesuai Undang-

Undang Perpajakan yang berlaku. Dampak yang terjadi pada PT. 

AAI sebelum dan setelah dilakukan evaluasi dalam  

mengoptimalkan tax planning selama tahun 2012 yaitu selisih atau 

penghematan PPh perusahaan yang terutang sebesar Rp 

8.990.352,00 dengan persentase penghematan 15,97%. Selisih atau 

penghematan sebelum dan setelah evaluasi kurang bayar PPh yang 

dibayarkan perusahaan dari PPh terutang setelah dikurangi kredit 

pajak adalah Rp 8.358.357,00. Dari hasil perhitungan pada bab 

sebelumnya sampai pada selisih atau penghematan PPh, terlihat 

jumlah PPh terutang yang sangat berbeda yaitu dari Rp 

56.295.750,00 sebelum evaluasi tax planning menjadi lebih rendah 

sebesar Rp 47.305.398,00 setelah evaluasi tax planning dan kurang 

bayar PPh terutang yang akhirnya dibayarkan perusahaan sebelum 

evaluasi yaitu Rp 14.073.669,00 sedangkan setelah evaluasi 

menjadi Rp 5.715.312,00.  

d. Evaluasi penerapan tax planning PPN juga dilakukan dalam upaya 

meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN dengan 

mengoptimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan melalui 

biaya telepon dan pembahasan piutang pelanggan, selain 
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memanfaatkan pengkreditan PPN Masukan pada Masa Pajak 

berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan. Pengoptimalan PPN 

Masukan yang dapat dikreditkan setelah evaluasi melalui 

penambahan PPN dari biaya telepon sebesar Rp 1.017.525,00 

menyebabkan adanya perbedaan sebelum dengan setelah evaluasi 

PPN yang terutang tahun 2012  yaitu Rp 51.714.587,00 dengan Rp 

50.641.378,00 sehingga perbedaan tersebut meningkatkan efisiensi 

pembayaran beban PPN. Selain itu, adanya piutang usaha yang 

belum juga dilunasi oleh pelanggan hingga menjadi piutang tak 

tertagih membuat PT. AAI menanggung dulu jumlah PPN yang 

harusnya dibayar pelanggan bahkan mengeluarkan uang 

perusahaan sendiri untuk menyetorkan kurang bayar PPN. Setelah 

evaluasi piutang pelanggan, jumlah PPN yang tidak dibayar 

pelanggan menyebabkan upaya tax planning yang diharapkan 

perusahaan tidak optimal dan pembayaran beban PPN menjadi 

tidak efisien.  

Dengan upaya mengoptimalkan tax planning, maka membantu 

perusahaan dalam pengambilan keputusan dan kas hasil penghematan 

pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional dan keperluan yang lain yang dapat meningkatkan kinerja 

dan produktivitas perusahaan.  

 

5.2. Keterbatasan 

       Beberapa keterbatasan penelitian ini menciptakan peluang 

penelitian lanjutan yang akan menyempurnakan penelitian ini. 



157 

 

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

evaluasi dan penjabaran tax planning Pajak Penghasilan Badan yang 

dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal secara keseluruhan biaya-biaya 

dan penghasilan usaha tanpa evaluasi tax planning terkait PPh 21 

sehingga sangat dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

mengevaluasi dan menjabarkan tax planning terkait PPh 21 untuk 

lebih mencapai tingkat efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan 

dan strategi pengoptimalan PPN Masukan yang dapat dikreditkan 

sebagai upaya tax planning PPN yang dapat dilakukan dalam 

penelitian ini hanya melalui pembayaran telepon sehingga penelitian 

selanjutnya dapat lebih dalam menggali dan mencari informasi 

pembelian atau pembayaran lain yang dilakukan perusahaan terkait 

PPN yang dapat dikreditkan agar dapat lebih mengefisiensikan 

pembayaran PPN. Selain itu, Undang-Undang Perpajakan yang 

digunakan sebagai pedoman tax planning PPh dan PPN tahun 2012 di 

PT. AAI yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2009 

sementara UU perpajakan selalu berubah dan baru setiap saat sehingga 

pedoman tax planning pada penelitian selanjutnya dapat 

menyesuaikan dengan UU perpajakan yang berlaku saat itu.  

 

5.3. Saran 

Dari pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dan PT. AAI 

dapat mengoptimalkan strategi tax planning PPh dan PPN, yaitu: 
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a.   Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan peraturan Undang-  

Undang perpajakan agar lebih mengoptimalkan beban yang 

diperbolehkan menurut perpajakan dan kredit pajak PPN dengan 

memanfaatkan celah-celah (loopholes) dari Undang-Undang 

perpajakan untuk efisiensi pembayaran beban PPh dan PPN. 

Pemisahan biaya yang dapat dikurangkan dengan didukung bukti 

yang memadai dan biaya yang tidak dapat dikurangkan serta 

penghasilan yang dikecualikan melalui rekonsiliasi fiskal dalam 

laporan laba rugi fiskal dapat lebih teliti pula agar menurunkan 

resiko perpajakan dari tujuan tax planning. Pengelolaan Faktur 

Pajak Masukan maupun Keluaran yang baik sebagai bukti 

pungutan PPN sehingga adanya Faktur Pajak yang cacat atau tidak 

diisi dengan lengkap maka harus segera diganti agar menurunkan 

resiko perpajakan. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti 

perkembangan peraturan perpajakan ataupun isu-isu terkait dengan 

perpajakan agar tidak terjadi kesalahan.  

b.   Sehubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku 

selalu mengalami perubahan dan diperbaharui dalam tempo yang 

singkat, maka perusahaan harus selalu memberikan peluang kepada 

staf pajak untuk meng-update pengetahuannya di bidang 

perpajakan dan lebih memahami perpajakan yang selalu berubah 

melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar  sehingga tidak 

terjadi pemborosan sumber dana dalam pembayaran beban pajak 

termasuk terhindar dari sanksi maupun denda pajak karena makin 

tidak terkendali besarnya beban PPh Badan dan PPN yang harus 
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dibayar oleh perusahaan dapat disebabkan antara lain kurang 

jeli/cermatnya dalam memahami aturan/ketentuan perpajakan yang 

berlaku.  

c.  Sistem intern yang buruk seperti kartu piutang yang tidak selalu 

diperbaharui dan dokumentasi arsip yang tidak disimpan dengan 

rapi seharusnya diperbaiki dan perbaikan sistem tersebut juga harus 

diperbaharui dan dikembangkan terus menerus dengan kondisi 

perusahaan sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan 

baik dan untuk bagian piutang dapat tertagih agar pembayaran PPN 

pelanggan tidak ditanggung sendiri ketika terjadi kurang bayar 

PPN oleh perusahaan selama berbulan-bulan Masa Pajak.    
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